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Abstrak : Fungsi pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah oleh Pejabat pada Badan Pertanahan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku karena pembinaan dan pengawasan 
hanya dilakukan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah umum dan tidak 
adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dibuktikan dengan tidak 
dijatuhinya sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan 
pelanggaran dalam jabatannya. 
 




Lembaga pemerintahan sebagai pelaksana Undang-undang 
(eksekutif) dalam menjalankan tugasnya harus memberikan pelayanan 
yang bertujuan (goal) bagi kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan 
keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Gustaf Radbruch dalam Achmad Ali, 
2009:212),  juga mampu berperan sebagai pendukung pertumbuhan 
ekonomi, perkembangan sosial dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat (welfare state). Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut 
diperlukan pendidikan pembinaan dan pengawasan.  
Tujuan pembinaan (establishment) dan pengawasan (control) 
adalah penyimpangan hukum (baca: undang-undang) dapat teratasi 
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(overcame) dan terkendali (restrained), sehingga tujuan yang telah 
direncanakan dapat tercapai dengan baik dan disertai efisiensi dan 
efektivitas pekerjaan. Begitupun  segala tantangan, rintangan dan 
hambatan yang dihadapi akan dapat teratasi.  
Salah satu pejabat publik (ambtenaar) yang membutuhkan 
pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tugas jabatannya adalah 
Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam 
melaksanakan jabatannya mempunyai tanggung jawab (ability) yang besar 
kepada masyarakat. Oleh Karena itu  diperlukan tindakan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, agar dalam 
melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
Pengaturan perihal pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat 
Pembuat Akta Tanah yakni ditegaskan di dalam Pasal 33 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah jo. Pasal 65 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah menegaskan bahwa pihak-pihak yang berwenang 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta 
Tanah agar dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku adalah Menteri, Kepala Badan, Kepala 
Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan. Sedangkan yang 
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berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat 
Pembuat Akta Tanah agar dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan 
Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Ikatan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah. 
 Namun dalam praktik dan penerapan hukum (law in action)  
pembinaan dan pengawasan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. 
Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap tugas dan 
kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu kasus hukum dari 
kesenjangan (gap) penerapan Undang-undang (dalam hal ini Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998), adalah kasus yang menjadi lokasi 
penelitian, di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang 
menunjukkan suatu fenomena, patut diantisipasi perihal belum optimalnya 
peran kepala badan pertanahan dalam menjalankan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karena tidak 
efektifnya pembinaan dan pengawasan sebagaimana kasus yang terdapat 
di Kabupaten Polewali Mandar terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 
membiarkan kliennya untuk membawa minuta akta jual beli ke rumahnya 
untuk ditandatangani. Sehingga yang terjadi tanda tangan tersebut tidak 
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pembinaan,  pengawasan, Teori Kewenangan  
Tujuan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh badan 
pertanahan adalah untuk menghindari pembuatan akta yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk 
mewujudkan kepastian hukum dalam pembuatan akta oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah.  Secara filosofis, pengawasan sangat dibutuhkan 
karena manusia mempunyai kecenderungan berbuat salah sehingga perlu 
diamati dengan maksud bukan untuk mencari kesalahannya dan kemudian 
menghukumnya akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan 
membimbingnya.  
Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, 
delegasi, dan mandat.  
 
Pembinaan dalam Pembuatan Akta 
Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok 
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta 
tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. 
Pengaturan tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana 
tersebut diatas, dari segi hukum ada hubungan dengan ketentuan-
ketentuan yang lain yang berkaitan dengan larangan membuat akta, 
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adapun larangan-larangan dalam pembuatan akta Peralihan Hak atau 
Pembebanan hutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah apabila : 
a) Hak atas tanah dimaksud dalam keadaan sengketa. 
b) Hak atas tanah dalam sitaan. 
c) Hak atas tanah itu dikuasai negara, tanah bekas kepunyaan orang 
asing, apabila lewat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan menjadi 
orang asing. 
d) Yang mengalihkan Hak ternyata bukan pemiliknya atau kurunnya. 
e) Yang menerima Hak ternyata bukan berhak untuk memiliki Hak atas 
tanah itu misalnya : 
1) Orang asing kecuali untuk hak pakai. 
2) Badan Hukum untuk Hak Milik, kecuali Badan Hukum tertentu.  
f) Hak yang dialihkan adalah ternyata Hak Guna Usaha. 
g) Bidang tanah itu, ternyata terletak di luar wilayah kerja Pejabat 
Pembuat Akta Tanah tersebut. 
h) Apabila tanah-tanah dimaksud : 
1) Tanah ada Sertipikatnya, tetapi tidak dapat ditunjukkan kepada 
pejabat. 
2) Belum membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan 
pada kantor pajak setempat ( Pasal 24 Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan). 
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3) Belum mencocokkan dengan Buku Tanah yang ada pada badan 
pertanahan kabupaten setempat (Pasal 97 Peraturan Menteri 
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). 
i) Disamping itu seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang 
membuat akta, apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah sendiri suami 
atau isterinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus 
tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping derajat 
kedua menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, 
baik dengan cara berpihak sendiri maupun melalui kuasa atau 
menjadi kuasa dari pihak lain. (Pasal 23 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah). 
j) Apabila terjadi jual beli antara suami isteri (Pasal 1467 Burgerlijk 
Wetboek). 
Dengan demikian, fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ini menjadi sangat penting dalam membantu Badan 
Pertanahan Nasional, dalam hal ini badan pertanahan, untuk 
melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, khususnya pemeliharaan data 
pendaftaran tanah. Data yang berupa akta yang dibuat Pejabat Pembuat 
Akta Tanah merupakan salah satu dokumen utama dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu seorang Pejabat Pembuat Akta 
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Tanah harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya secara teliti 
dan hati-hati, bahkan secara teknis yuridis peraturan    pemerintah    
memberikan   kewenangan     kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai 
berkut : 
a) Memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum para pihak 
dengan mencocokkan data yang terdapat dalam Sertipikat dengan 
daftar yang ada di badan pertanahan (Pasal 97 Peraturan Menteri 
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah); 
b) Menolak membuat akta-akta dalam hal-hal tertentu yang dapat 
merugikan pihak lain atau menyalahi ketentuan (Pasal 39 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah dan Pasal 1467 Burgerlijk Wetboek). 
c) Hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah pada 
saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa surat 
setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pasal 24 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan ). 
d) Wajib menyampaikan dalam waktu tujuh hari kerja setelah menanda 
tangani akta kepada badan pertanahan (Pasal 103 ayat (1) Peraturan 
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Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). 
Untuk menjamin kepastian hukum dalam akta Pejabat Pembuat Akta 
Tanah maka sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai 
pemindahan atau pembebanan hak atas tanah, Pejabat Pembuat Akta 
Tanah wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada badan 
pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang 
bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di badan pertanahan 
setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli. Sedangkan dalam 
pelaksanaan pembuatan akta harus dihadiri oleh pihak yang melakukan 
perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya 
dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus disaksikan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sesuai dengan Pasal 22 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi 
dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain 
mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-
dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah 
dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang 
bersangkutan. 
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Dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka 
berdasarkan Pasal  53  ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menegaskan bahwa akta Pejabat 
Pembuat Akta Tanah dibuat dengan mengisi blanko akta yang tersedia 
secara lengkap sesuai petunjuk pengisiannya yang harus dilakukan sesuai 
dengan kejadian, status dan data yang benar serta didukung dengan 
dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut 
dalam Pasal 54  ayat (2) menegaskan bahwa dalam pembuatan akta, 
Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak diperbolehkan memuat kata-kata 
“sesuai atau menurut keterangan para pihak” kecuali didukung oleh data 
formil. 
Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam pembuatan akta adalah 
ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54  ayat (5) Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menegaskan bahwa 
dalam pembuatan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mencantumkan 
NIB atau nomor hak atas tanah, Nomor Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaan lapangan. 
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Pembinaan Dalam Pembuatan Laporan Bulanan 
Laporan bulanan diambil dari daftar akta yang dibuat setiap bulannya 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan. Laporan bulanan 
dibuat untuk mencocokkan data yang ada di badan pertanahan dengan 
data yang terdapat di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah. Laporan 
bulanan juga merupakan suatu hal yang dipersyaratakan oleh Direktorat 
Jendral Pajak sebagaimana ditegaskan dalam Laporan Bulanan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-
75/PJ.6/1989 Tanggal 10 Juni 1989 yang menegaskan bahwa demi 
kelancaran dan kelengkapan laporan bulanan badan pertanahan dapat 
mengadakan penyuluhan pada para Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang 
tata cara pengisian dan pentingnya laporan bulanan untuk tugas 
perpajakan. 
Hal ini juga ditegaskan dalam Instruksi Menteri Negara Agraria/ 
Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 5 Tahun 1994 tentang 
Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas 
Tanah atau Tanah dan Bangunan yang menegaskan bahwa Pejabat 
Pembuat Akta Tanah harus membuat laporan bulanan mengenai akta-akta 
pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang telah dibuatnya. 
Kewajiban membuat laporan bulanan juga ditegaskan dalam 
Petunjuk Laporan Bulanan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 
Pemberitahuan Bulanan Kepala Kantor Pertanahan Surat Edaran 
Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-34/PJ.6/1998 Tanggal 31 Agustus 1998 
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yang menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional harus 
mensosialisasikan tentang bentuk laporan bulanan kepada Pejabat 
Pembuat Akta Tanah dan instansi lainnya yang terkait dan apabila 
sosialisasi tersebut telah dilakukan maka sanksi administratif sebagaimana 
terdapat dalam Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangunan dapat diberlakukan bagi pihak yang bersangkutan.  
Direktorat Jenderal Pajak lebih lanjut menegaskan dalam Surat 
Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.6/2001 tentang Pelaksanaan 
Sanksi Administratif bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Melanggar 
Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 1997 Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan menegaskan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
diinstruksikan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai laporan bulanan 
Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pejabat pada 
badan pertanahan hanya melakukan pembinaan pembuatan laporan 
bulanan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah umum sedangkan kepada 
Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tidak pernah 
mendapatkan pembinaan mengenai laporan bulanan. Hal ini membuat data 
yang terdapat di badan pertanahan sulit untuk dicocokkan dengan transaksi 
yang terjadi di daerah-daerah yang terpencil karena laporan bulanan 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dikirim ke badan pertanahan dan kantor 
wilayah.  
Hal ini juga berakibat kepada kantor pelayanan pajak bumi dan 
bangunan karena tidak dapat mengetahui adanya akta jual beli, akta tukar-
menukar, akta hibah, akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta 
pembagian hak bersama, akta pemberian hak guna bangunan atas tanah 
hak milik dan akta pemberian hak pakai atas tanah hak milik padahal semua 
perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan apabila pajak bumi dan 
bangunannya telah dibayar lunas oleh para pihak yang bersangkutan.  
Adapun Pejabat Pembuat Akta Tanah umum dengan rutin 
melakukan pembuatan laporan bulanan dan mengirim laporan bulanan 
tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengiriman akta 
tersebut biasa lewat dari tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. 
 
Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk 
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan 
atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat 
membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai 
tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui 
pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan 
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atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah 
dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mengetahui sejauhmana kebijakan 
pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi 
dalam pelaksanaan kerja tersebut.  
Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan 
pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana 
pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari 
pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Hasil pengawasan ini 
harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan 
ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. 
Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang 
bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), 
pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi 
pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, 
pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan good 
governance itu sendiri. 
 
Pemeriksaan Buku Daftar Akta 
Pejabat pada badan pertanahan melakukan pengawasan kepada 
Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui pemeriksaan buku daftar akta. Dalam 
Pasal 56 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 
2006 tentang Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
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menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membuat daftar 
akta dengan menggunakan 1 (satu) buku daftar akta untuk semua jenis akta 
yang dibuatnya yang di dalamnya dicantumkan secara berurut nomor 
semua akta yang dibuat berikut data lain yang berkaitan dengan pembuatan 
akta. Buku daftar akta Pejabat Pembuat Akta Tanah diisi setiap hari kerja 
dan ditutup setiap hari kerja yang sama dengan garis tinta hitam dan diparaf 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pada kolom terakhir di bawah garis 
penutup. 
Apabila pada hari kerja yang bersangkutan tidak terdapat akta yang 
dibuat maka dicantumkan kata “Nihil”, di samping tanggal pencatatan 
dimaksud. Pada akhir kerja terakhir setiap bulan, daftar akta Pejabat 
Pembuat Akta Tanah ditutup dengan garis merah dan tandatangan serta 
nama jelas Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan catatan di atas tanda 
tangan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:    “Pada hari ini …. tanggal 
…. daftar akta ini ditutup oleh saya, dengan catatan dalam bulan ini telah 
dibuat …. (  ) buah akta”. Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah 
menjalankan cuti, diberhentikan untuk sementara atau berhenti dari 
jabatannya, maka pada hari terakhir jabatannya itu Pejabat Pembuat Akta 
Tanah yang bersangkutan wajib menutup daftar akta dengan garis merah 
dan tanda tangan serta nama jelas dengan catatan di atas tanda tangan 
tersebut yang berbunyi sebagai berikut: “Pada hari ini …. tanggal … . Daftar 
akta ini ditutup oleh saya, karena menjalankan cuti/ berhenti untuk 
sementara/ berhenti.” 
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Selanjutnya dalam Pasal 57 menegaskan bahwa buku daftar akta 
harus diisi secara lengkap dan jelas sesuai kolom yang ada sehingga dapat 
diketahui hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akta termasuk 
mengenai surat-surat yang berkaitan. Pengisian buku daftar akta dilakukan 
tanpa baris kosong yang lebih dari 2 (dua) baris. Dalam hal terdapat baris 
kosong lebih dari 2 (dua) baris, maka sela kosong tersebut ditutup dengan 
garis berbentuk Z. 
 
Pemeriksaan Hasil Penjilidan Akta 
Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah juga dilakukan dalam 
bentuk pemeriksaan pada hasil penjilidan akta. Penjilidan akta dilakukan 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memudahkan pencarian akta 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh klien karena pada sampul penjilidan 
akta dituliskan nomor, bulan dan tahun pembuatan akta. Dalam Pasal 58 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan 
bahwa akta otentik, surat di bawah tangan atau dokumen lainnya yang 
dipakai sebagai dasar bagi penghadap sebagai pihak dalam perbuatan 
hukum yang dibuatkan aktanya dinyatakan dalam akta yang bersangkutan 
dan dilekatkan atau dijahitkan pada akta yang disimpan oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah.  
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Akta otentik, surat di bawah tangan atau dokumen lain yang 
dimaksud yaitu: 
a) Akta atau surat kuasa dari pihak yang berwenang melaksanakan 
perbuatan hukum; 
b) Akta atau surat persetujuan yang menurut peraturan diperlukan 
sebagai dasar kewenangan penghadap atau yang memberi kuasa 
kepada penghadap untuk melakukan perbuatan hukum misalnya 
persetujuan suami atau istri mengenai kepunyaan bersama; 
c) Akta atau surat yang memuat bentuk pemberian kewenangan lain; 
d) Surat atau peta yang menjelaskan obyek perbuatan hukum yang 
bersangkutan. 
Selanjutnya dalam Pasal 59 menegaskan bahwa akta Pejabat 
Pembuat Akta Tanah, berikut akta otentik, surat di bawah tangan atau 
dokumen lainnya dijilid dalam 1 (satu) sampul yang berisi 50 (lima puluh) 
akta. Penjilidan dilakukan sebulan sekali dengan ketentuan: 
a) Apabila jumlah akta yang dibuat dalam bulan tersebut lebih dari 50 
(lima puluh) buah atau kelipatannya, maka kelebihan akta tersebut 
dijilid sebagai jilid terakhir dalam bulan yang bersangkutan; 
b) Apabila jumlah akta yang dibuat dalam bulan tersebut kurang dari 50 
(lima puluh) buah, maka akta-akta tersebut dijilid sebagai satu-
satunya jilid akta dalam bulan yang bersangkutan. 
Lebih lanjut dalam Pasal 60 menegaskan bahwa warkah yang 
merupakan dokumen yang dijadikan dasar pembuatan akta, selain akta 
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otentik, surat di bawah tangan atau dokumen lainnya, dijilid tersendiri dalam 
bundel warkah pendukung yang masing-masing berisi warkah pendukung 
untuk 25 (dua puluh lima) akta. Penjilidan dilakukan setiap bulan dengan 
ketentuan: 
a) Apabila jumlah akta yang dibuat dalam bulan tersebut lebih dari 25 
(dua puluh lima) buah atau kelipatannya, warkah pendukung untuk 
kelebihan akta tersbut dijilid sebagai jilid warkah pendukung  terakhir 
dalam bulan yang bersangkutan; 
b) Apabila jumlah akta yang dibuat dalam bulan tersebut kurang dari 25 
(dua puluh lima) buah, maka warkah pendukung untuk akta-akta 
tersebut dijilid sebagai satu-satunya jilid warkah pendukung akta 
dalam bulan yang bersangkutan. 
Pada punggung sampul bundel warkah pendukung dituliskan nomor-
nomor akta yang telah dibuat berdasarkan dokumen itu dengan menuliskan 
nomor terkecil dan yang terbesar dengan tanda strip (-) diantaranya, berikut 
tulisan “warkah” di depan nomor terkecil serta tahun pembuatan aktanya 
mengikuti garis miring (/) di belakang nomor besar. 
Pemeriksaan Bukti-Bukti  Pengiriman Akta 
Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah juga dilakukan 
dalam bentuk pemeriksaan bukti-bukti pengiriman akta ke Kepala Badan 
Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan. Dalam Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari 
Penerapan Fungsi Pembinaan Dan….. Asmarani Ramla 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2012 40 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta 
Tanah wajib menyampaikan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 
dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran akta 
perbuatan hukum yang dibuatnya kepada Kepala Badan Pertanahan paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani akta yang bersangkutan.  
Dalam hal laporan bulanan dijelaskan dalam Pasal 62 menegaskan 
bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan laporan bulanan 
mengenai semua akta yang dibuatnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 
bulan berikutnya kepada Kepala Badan Pertanahan dan Kepala Kantor 
Wilayah. Sedangkan laporan bulanan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 
mengenai akta jual beli, akta tukar-menukar, akta hibah, akta pemasukan 
ke dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak 
guna bangunan atas tanah hak milik, dan akta pemberian hak pakai atas 
tanah hak milik, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi 
dan Bangunan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.   
Penyampaian laporan dilakukan melalui jasa pengiriman atau 
diantar langsung ke alamat instansi yang bersangkutan. Penyampaian 
laporan dibuktikan dengan tanda penerimaan oleh perusahaan jasa 
pengiriman atau tanda penerimaan oleh instansi yang bersangkutan yang 
bertanggal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari bulan 
laporan. 
Penerapan Fungsi Pembinaan Dan….. Asmarani Ramla 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2012 41 
 
Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pejabat pada 
badan pertanahan telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti pengiriman 
akta pada Pejabat Pembuat Akta Tanah umum sedangkan Camat selaku 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tidak pernah mendapatkan 
pemeriksaan hasil penjilidan bukti-bukti pengiriman akta. Hal ini bagi Camat 
tidak begitu berarti karena Camat tidak pernah melakukan pengiriman akta 




Dalam upaya menegakkan fungsi pembinaan dan pengawasan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah maka tindak lanjut dari pembinaan dan 
pengawasan tersebut memegang peranan yang sangat penting. 
Pembinaan dan pengawasan yang tidak diikuti oleh tindak lanjutnya maka 
hanya akan merupakan suatu hal yang sia-sia dan akan merusak citra 
pembinaan dan pengawasan itu sendiri. Hal tersebut dapat menurunkan 
wibawa pejabat yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan mendorong atau menyuburkan tindak 
penyimpangan dan penyelewengan. Jadi tindak lanjut dari pembinaan dan 
pengawasan adalah mutlak bagi keberhasilan upaya pembinaan dan 
pengawasan.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Kepala 
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Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menegaskan bahwa 
sanksi yang dapat dijatuhkan oleh badan pertanahan kepada Pejabat 
Pembuat Akta Tanah adalah sanksi administratif mulai dari teguran lisan 
sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. 
Penjatuhan sanksi diterapkan apabila ada Pejabat Pembuat Akta Tanah 
yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun 
pelanggaran berat. 
Dari hasil penelitian di lapangan, badan pertanahan tidak pernah 
menjatuhkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat 
Akta Tanah. Pejabat pada badan pertanahan hanya melakukan teguran 
lisan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan meskipun 
itu termasuk pelanggaran berat. Hal ini mengakibatkan pelanggaran-
pelanggaran tersebut masih berlangsung hingga saat ini.  Hal ini karena 
belum membudayanya pembinaan dan pengawasan dalam 




 peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan 
pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat dilaksanakan secara 
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efektif karena aturannya tidak bersifat melarang dan tidak adanya sanksi 
bagi pejabat pada badan pertanahan bila tidak melaksanakan pembinaan 
dan pengawasan. Oleh karena itu, pada umumnya faktor yang banyak 
memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional 
dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak 
hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri 
mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. 
Penerapan fungsi pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah oleh Pejabat pada Badan Pertanahan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku karena pembinaan dan pengawasan 
hanya dilakukan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah umum dan tidak 
adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dibuktikan dengan tidak 
dijatuhinya sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan 
pelanggaran dalam jabatannya. 
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